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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,
keabsahan, dan kepastian hukum dokumen
elektronik serta mendukung penyelenggaraan
sistem pemerintahan berbasis elektronik,
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah
menetetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
pelayanan publik, termasuk di lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Desa,
perlu perluasan pengaturan mengenai penggunaan
tanda tangan elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33
Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat
Elektronik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang  Penyelenggaraan  Sistem = Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157),

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor
12), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 38);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor
53);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor
S);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor
65), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 6);
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22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24
Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah
Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 33
TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33
Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 3 angka, yakni angka 3A, 7A, dan 7B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

3A.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Kepala-Daerah-yang-selanjutnya-disebut Bupati adalah Bupati Hulu

Sungai Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit
Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Persandian adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika.

TA.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

7B. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
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Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu
dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi
yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu
kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis
dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang
dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE
merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara sistem BSrE CA
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Siber dan Sandi Negara.

Balai Sertifikasi Elektronik Certificate Authority yang selanjutnya
disebut BSrE CA adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai
layanan sertifikasi elektronik oleh BSrE.

Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera
dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah
melalui proses verifikasi.

Verifikator adalah personel pegawai tetap atau pegawai negeri sipil
yang bertanggung jawab melakukan proses verifikasi terhadap
kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat
Elektronik BSrE CA pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.

Pernyataan Praktek Sertifikat (Certificate Practice Statement) yang
selanjutnya disingkat PPSjCPS adalah pernyataan tentang bagaimana
prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan
danpembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.

Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan danj atau
menyebarkan informasi yang ciikelola di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau
media elektronik lainnya.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat
dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
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simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi.

21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi
yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta
digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk
membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada
sertifikat elektronik.

22. Kata Sandi (Passphrase) adalah serangkaian angka dan/atau huruf
dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi
untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat
Elektronik.

23. Rekayasa Balik (Reverse Engineering) adalah sebuah proses untuk
mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang
bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah
proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari
desain atau objek yang diteliti.

Ketentuan Pasal 5 huruf ¢ diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
terdiri atas:
a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
b. Verifikator yaitu Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan
Persandian; dan
c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. Bupati dan wakil Bupati;

b. DPRD;
c. Pegawai ASN; dan
d. Kepala Desa.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Pemilik Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) digunakan selama melakukan kegiatan kedinasan.

Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah wajib
memanfaatkan Sertifikat Elektronik dan sudah melalui proses penilaian
keamanan informasi dalam rangka pengamanan informasi.

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Verifikator sesuai
dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II
Pengaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal ...

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR ...
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